
BUPATI K U N I N G A N  

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR : CC TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI 

ADMINISTRASI DENDA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFT ARAN 

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN 

BUPATI KUNINGAN 

Men imbang  
.  2  

a .  bahwa guna  kelancaran dalam pelaksanaan pengenaan sanksi 
administrasi  denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk  dan Pencataatn S ip i l  d iper l ukan  adanya pe tu njuk 
Pelaksanaan; 

/  

b.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Ayat ( 1 I )  Peraturan Daerah 
Nomor 06 Tahun 2 0 1 7  Tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 3  Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S ip i l  
d i  Kabupaten Kuningan, dinyatakan bahwa alokasi dan 

penggunaan dar i  has i l  penermaan sanksi Administras i  Denda 
dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipi l  harus diatur dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat 

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b,  
guna menjamin adanya kepastian h u k u m  petunjuk 
pelaksanaannya perlu d i tetapkan dengan Peraturan Bupat i .  

:  I .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1 9 5 0 ) :  Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang Undang Nomor 1 4  Tahun 1 9 5 0  tentang Pemben tukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi  awa 
Barat (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 1 9 6 8  
Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2 8 5 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis tras i  
Kependudukan ( Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia Tahun 
2006 Nomor 1 2 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik  
Indonesia Nomor 4674) scbagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 3  tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admin istras i  
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 3  Nomor 232 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475);  



3 .  Undang  Undang  Nomor  23 T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  

Pemer in tahan Daerah (Lembaran Negara Repub l i k  Indones ia  

Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Repub l ik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah  

beberapa ka l i  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun  2 0 1 5  t entang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun  2 0 1 4  t en tang  Pemer in tahan  Daerah 

(Lembaran Negara R e p u b l i k  I ndones ia  Tahun  2 0 1 5  Nomor 

58,  Tambahan 

Nomor 5679) ;  

Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

4 .  Pe ra turan  Pres iden Nomor  25 Tahun 2008 t en tang 

Persyara tan  dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  dan 

Penca ta tan  S i p i l ;  

5 .  Pera turan Presiden Nomor 26 Tahun  2009 t e n t a n g  

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor I n d u k  

Kependudukan  secara Nasional sebagaimana telah d iubah  

bc berapa ka l i  te rakh i r  dengan Peraturan Presiden Nomor I I 2  

Tahun  2 0 1 3  t en tang  Perubahan Keempat atas Pera turan 

P r e s i d e n  Nomor 206 T a h u n  2009 ( Lembaran  Negara R e p u b h k  

Indones ia  Tahun  2 0 1 3  Nomor  2 5 7 ) ;  

6 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 3  Tahun 2009 

tentang Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencata tan S ip i l  d i  Kabupaten Kun ingan (Lembaran Daerah 

Kabupaten  Kun ingan  T a h u n  2009 Nomor 98 Seri E,  Tambahan 

L e m b a r a n  Daerah  K a b u p a t e n  Kunmgan Nomor  I 2 )  

se bagamana t e lah  d i u b a h  dengan Per aturan  aerah 

Kabupa ten  Kun ingan  Nomor 6 Tahun 2 0 1 7  ten t a n g  

P e r u b a h a n  atas Peraturan Daerah K a b u p a t e n  K u n i n g an  

N o m o r  1 3  T a h u n  2009 T e n t a n g  Penyelenggaraan Pendaftaran 

P e n d u d u k  d a n  P e n c a t a t a n  S i p i l  d i  K a b u p a t e n  K u n i n g a n  

( L e m b a r a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  K u n i n g a n  T a h u n  2 0 7  N o m o r  6  

T a m b a h a n  L e m b a r a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  K u n i n g a n  T a h u n  

0 1 7  N o o r  6 ) ;  

7 .  P e r a t u r a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  K u n i ngan Nomor  2 1  Tahun 2 0 1 3  

tentang Pedoman Pembentukan Produk H u k u m  Daerah 

( Lembaran Daerah Kabupaten Kun ingan  Tahun 2 0 1 3  Nomor 

2 1  Seri  A ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten uningan 

N o m o r  2 0 ) ;  

8 .  Peraturan Daerah K a b u p a t e n  Kun ingan  Nomor 5  Tahun  2 0 1 6  

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten  

Kun ingan  Tahun 2 0 1 6  Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupa t en  K u n i n g a n  Nomor 4) ;  

9 Peraturan upat i  lun ingan  Nomor 32 Tahun  2 0 1 5  t e n t a n g  
Ke ten tuan  Tata Naskah D inas  d i  L ingkungan  Pemer in t ah  
Kabupaten Kun ingan  (Lembaran Daerah Kabupaten Kun ingan  
Tahun  2 0 1 5  Nomor 33) 
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Menetapkan 

1 0 .  Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2 0 1 6  tentang 

Kedudukan ,  Susunan Organisasi ,  Tugas Pokok Fungsi  dan 

Ura ian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan S ip i l  Kabupaten Kun ingan  (Lembaran Daerah 

Kabupa ten  Kun ingan  Tahun  2 0 1 6  Nomor 3 9 ) .  

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENGENAAN SANKSI  ADMINISTRASI  DENDA DALAM 

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN P E N D U D U K  DAN 

PENCATATAN S I P I L  DI  KABUPATEN K U N I N G A N .  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i n i  yang d imaksud  dengan :  

1 .  Bupat adalah Bupati Kuningan; 

2 .  D inas  ada lah D inas Kcpendudukan Dan Pencatatan Sipi l  

Kabupaten Kun ingan ;  

3 .  Kepa la  D inas adalah Kepa la  D inas  Kependudukan dan 

Pencata tan 1pi l  Kabupaten K u n i n g a n ;  

4 .  Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia;  

5 .  Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indones i a  asli dan orang -orang bangsa lain ;  

6 .  SKPSAD ada lah  Sura t  Kete tapan Pengenaan Sanksi 

Admin i s t ras i  Denda ;  

7 .  SKPD adalah Surat  Ketetapan Pembebasan Denda ;  

8 .  Kepala Bidang adalah Kepala bidang yang menangani  

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan s ip i l  

pada D inas  Kependudukan Dan Pencatatan S ip i l  Kabupaten 

Kun ingan ;  

o9  Sekretar is  D inas  ada lah sekretar is Dinas ependudukan dan 

Pencatatan S ip i l  Kabupaten K u n i n g a n ;  

I O .  Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Daerah yang d i tun juk  

oleh Bendahara Umum Daerah; 

1 I .  Sanksi Administrasi  Denda adalah sanksi administrasi denda 

scbagaimana d ia tur  da lam Peraturan Daerah Kabupaten 

Kun ingan  Nomor 06 Tahun 2 0 1 7  tentang Perubahan atas 

Pera turan  Daerah Kabupa ten  K u n i n g a n  Nomor  1 3  T a h u n  

2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan S ip i l  di Kabupaten Kun ingan .  

3  



BAB II 

KETENTUAN PENGENAAN SANKSI 

ADMINISTRASI DENDA 

Pasal 2 

( 1 )  Pengenaan sanksi a d m i n i s t ra s i  denda dilaksanakan apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 

a Pelaporan susunan keluarga dalam KK yang melampaui 
batas 30 hari sejak terjadinya perubahan; 

b. Pelaporan u n t u k  Perubahan/Penggantian KTP-el karena 
perubahan data, rusak atau h i l an g  melampaui batas 
waktu 1 4  h ar i ;  

c. Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari; 
d.  Pelaporan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 

hari; 
e. Pelaporan Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas 

waktu 90 hari (setelah mendapat Penetapan Pengadilan);  
f. Pelaporan Perceraian y a n g  m e l a m p a u i  batas waktu 60 

har i ;  
g.  Pelaporan Pembatalan Perceraian yang melampaui batas 

waktu 60 hari (setelah mendapat Penetapan Pengadilan); 
h .  Pelaporan Pengangkatan Anak yang melampaui batas 

waktu 30 hari (setelah mendapat Penetapan Pengadilan); 
i .  Pelaporan Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu 

30 hari; 
j .  Pelaporan Pengesahan Anak yang melampaui batas waktu 

30 h ar i .  

(2) Pengenaan sanksi administrasi d en da  sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dituangkan dalam bentuk SKPSAD; 

(3) SKPSAD sebagaimana dimaksud 
ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Pasal 3 

pada ayat (2) 

( 1 )  Apabila Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan 
SKPSAD dapat didelegasikan kepada Kepala B idang .  

(2) Penandatanganan SKPSAD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  d i lakukan untuk dan atas nama Kepala Dinas .  

(3) Be n tuk ,  ukuran dan isi SKPSAD sebagaimana d i m a k sud  
dalam Pasal 2 dan ayat (2 ) ,  menggunakan formulir m o d el  1 ,  

2 ,  dan 3 lampiran Peraturan Bupati i n i .  

Pasal 4 

( 1 )  Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan 
permohonan keberatan denda secara tertulis kepada Kepala 
Dinas un t uk mendapat pembebasan denda; 

(2) Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dituangkan d alam bentuk SKPD yang ditandatangani oleh 
Kepala Dinas;  

4 
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(3)  Apabila Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan 
S K P S A D  d a p a t  d i d e l e g a s i k an  kepada Kepala Bidang. 

(4) Bentuk, ukuran dan isi SKPD dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan formulir model 4 ,  5 ,  dan 6 lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN 

PEMBAYARAN/PENYETORAN 

Pasal 5 

( 1 )  Pembayaran sanksi administrasi denda disamping 
dilaksanakan langsung oleh p e n d u d u k  ke Kas Daerah atau 
m e l a l u i  Kasir Penerima sesuai dengan Ketentuan yang 
b e r l a k u ,  d a p a l  p u l a  dilaksanakan m e l a l u i  P e m b an t u  Kasir 
Penerima alau melalui Petugas; 

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  ditunjuk oleh 
Kepala Dinas; 

(3) Setiap pembayaran d e n d a  sanksi administrasi sebagaimana 
d i m ak s u d  pada ayat ( 1 )  diberikan tanda b u k t i  pembayaran 
dengan menggunakan fo rrnulir  model 7 lampiran Peraturan 
Bupati i n i .  

Pasal 6 

( 1 )  Dari s e l uruh  hasil penerimaan sanksi administrasi denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Dinas harus 
disetorkan ke Kas Daerah; 

(2) Tata cara penyetoran hasil penerimaan sanksi administrasi 
denda ke kas Daerah sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
serta pengadministrasiannya mengacu kepada ketentuan 
yang berlaku dalam sistem dan prosedur Pendapatan 
Daerah .  

l  

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA SANKSI 

ADMINISTRASI DENDA 

Pasal 7 

( 1 )  Dari seluruh hasil penerimaan sanksi administrasi denda 
sebagimana d irna k s u d  dalam pasal 5 dan 6 ,  dipergunakan 
untuk memenuhi  kebutuhan peningkatan pelaksanaan 
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S ipil  pada 
Dinas; 

4 

(2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud 
d i t e m puh  rne l alu i  prosedur penerbitan 
Pencairan Dana (SP2D); 

pada 
Surat 

ayat ( 1 )  
Perintah 

(3) Alokasi penggunaaan dana sebagimana dimaksud pada ayat, 

(2) dialur lebih lanjut oleh Kepala D i n a s .  

5 
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BABV 

KETENTUAN LAIN 

DAN PENUTUP 

Pasal 8 

/ 

Penggunaan Dana sanksi administrasi denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Kepala Dinas 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah. 

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL 

A 

/ 

Ditetapkan di Kuningan 
Pada tanggal : - l - 9o / ) .  

BUPATI KUNINGAN 

KET. PEJABAT - PARAF 

SEKRETARIS /KA8ID 
A S I S T E N  

- if4CJ SEKRETARIS DAERAH 

KASUBBAGI SEKSI 
KEPALA 

Diundangkan di Kuningan 
Pada tanggal :  .23 - 7 6 >  2/ 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN 

YOS�AN 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2 0 1 7  N O M O R :  (( 
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BABV 

KETENTUAN LAIN 

DAN PENUTUP 

Pasal 8 

I 

Penggunaan Dana sanksi administrasi denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Kepala Dinas 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah. 

PEJABAT - PARAF  

KASUBBAG ISEKSI 

SEKRETARIS /KABID 

KEPALA  

; S I S T E N  

S£KRETARIS DAERAH 

TGL. KET. 

Ditetapkan di Kuningan 
Pada 2 - /  -9o/ 

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL 

I 

Diundangkan di Kuningan 
Pada tanggal :  23 7 6 >  2v/ 

EKRETARIS DAERAH 
KUNIN GAN 

' AN « 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2 0 1 7  N O M O R :  (( 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR CG TAHUN 2017  

TANGGAL 22 - /o -2/) 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI 

ADMINISTRASI DENDA DALAM 
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 
DAN PENCATATAN S I P I L  DI KABUPATEN 
KUNINGAN 

BENTUK MODEL-MODEL FORMULIR DALAM PELAKSANAAN 

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA PENYELENGGARAAN 

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

DI KABUPATEN KUNINGAN 

I Model 1 I  

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI 

ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 
06 Tahun 2 0 1 7  ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 3  Tahun 2009 

ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Kuningan,  kepada : 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat Rt Rw . 

Dusun/Lingkungan . 

Desa/ Kelurahan . 

Kecamatan . 

Kabupaten/Kota . .  :  .  

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda Rp . 

( ) 

Atas Pelanggaran . 

Kuningan, . 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NIP. 
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Model 2 I  

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI 
ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 
06 Tahun 2 0 1 7  ten tang Perubahan atas Pera tu ran Daerah Nomor 13  Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Kuningan, kepada : 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat Rt Rw . 

Du sun/ Lingkungan . 

Desa/ Kelurahan . 

Kecamatan . 

Kabupaten/Kota .  

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda Rp . 

( · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · )  

Atas Pelanggaran . 

I<uningan, . 

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  ,  .  

NIP .  
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Model 3 I  

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI 
ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 
06 Tahun 2 0 1 7  ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13  Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Kuningan, kepada: 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat Rt Rw . 

Du sun/ Lingkungan . 

Desa/Kelurahan . 

Kecamatan . 

Kabupaten/Kota . 

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda Rp . 

( ) 

Atas Pelanggaran . 

Kuningan, .  

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP .  
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Model 4 

SURAT KETETAPAN PEMBEBASAN DENDA 

(SKPD) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 
2 0 1 7  ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan sanksi Administrasi denda dalam 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Kuningan, kepada:  

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat Rt. Rw . 

Dusun/Lingkungan . 

Desa/ Kelurahan . 

Kecamatan . 

Kabupaten/ Kota . 

Dibebaskan dari Sanksi Administrasi denda atas Pelanggaran : 

Kuningan, .. 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NIP.  
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I Model 5 I  

SURAT KETETAPAN PEMBEBASAN DENDA 
(SKPD) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 
2 0 1 7  ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan sanksi Administrasi denda dalam 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Kuningan, kepada : 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat Rt Rw . 

Dusun/  Lingkungan .. 

Desa/Kelurahan . 

Kecamatan . 

Kabupaten/Kota . 

Dibebaskan dari Sanksi Administrasi denda atas Pelanggaran : 

Kuningan ,  .  

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP. 
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I Model 6 I  

SURAT KETETAPAN PEMBEBASAN DENDA 
(SKPD) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 
2 0 1 7  ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan sanksi Administrasi denda dalam 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Kuningan, kepada : 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat Rt Rw . 

Dusun/Lingkungan . 

Desa/Kelurahan .. 

Kecamatan . 

Kabupaten/ Kata .. 

Dibebaskan dari Sanksi Administrasi denda atas Pelanggaran : 

Kuningan, . 

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NIP .  

1 2  



Model 7 I  

BENTUK FORMULIR PEMBAYARAN : 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN 

Lem bar 1 / 2 / 3  
I .  Putih 
2 .  Biru 
3 .  Kuning 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN SANKS! ADMINISTRASI DENDA 

PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2017 

Telah terima dari 

Uang Sejumlah 

Untuk pembayaran 

Rp. 25.000, 

DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH 

Biaya denda administrasi pelayanan pembuatan 
Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/ Akta Cata tan Sipil 

Kode Rekening 
Mengetahui : 

Kepala Su bag Keuangan 

N I P .  

Kuningan, .  
Petugas Penerima, 

NIP .  

PEJABAT 

KASUBBAG I SEKSI 

SEKRETARIS /KA8ID 

KEPALA  

A  S I S  TEN  

$EKRETARIS DAERAH 

PARAF TGL. .  • KET. 

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL 

4 

1 3  


